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ABSTRAK 

KA.HAN HUKU l\'1 TERHADAP PERTJMBANGAN HAKIM DALAM 
PRNJATCJHAN Pl.i Tl JSAN KEPAOA PEL\f(ll TINOAK PIDANA 

ILLEGAL FISHIN G OLEl--1 \VARGA NEGARA INDONESlA 

(Putusan Nomor: 19/Pid.P/20ll/PN-Mdn ) 

OLEH: 

WIDYASTl!TI 

N PM : 10.840.0098 

BJDAi~G HUKU1\'1 KEPIDANAAN 

Penulis mengambil judul yaitu Kajian Hukum T rbadap Pe1tirnbangan 
Hakim Dalam Penjatuhan Putusau Kepada Pel.aku Tindak Pidana lilegaJ Fishing 
Oleh Warga Negara Indonesia dan metode pengumpulan data dengan cara 
Penelitian Kepustakaan (Lihrar R · ar h) dan Pen Jitian Lapangan Field 
R 'search). Illegal Fishing adalab suatu perbuatan penangkapan ikan secara IUegaJ, 
m.i salnya tidak rnembawa surat izin berlayar. Faktor terjadinya illegal fishing iruah 
kunmgnya pemasukan ikan . 

Dalam masalah illegal fishing ang terjadi dalam skripsi ini Hakim sudah 
sesuai dengan undang-unda11g dalam penjatuban puu1san terhadap illegal 
fishing. Hakim selalu melihat pedoman undang-undang yang berla.ku anta.ra 
w1dang-undarnr rentang perikana.11. Hakim dalam penjatuhan harus rnemberikan 
pasal-pasa l yang berlaku dalam suatu masalah membe1ikan alasan-alasan dia 
rnengambil putusan tersebut,membacakan putusan tersebut di depan persidangan 
secara tcrbuka, dan m mbuat biaya perkarn yang dij aruhkan olch terdakwa. 

Kebijakan-kebijakan pernerintahan dalam bidang hukurn mengatasi 
perkara illegal fishing iaiah melakukan Pengawas Perikanan yang benugas untuk 
mengawasi tertib pelak anaan peraturan penmdang-undangan di bidang 
perikanan. Pengawas Perikanan terdiri ata Penyidik Pegawai egeri Sipil (PPNS 
Perikanan dan non PPNS Perikanan. Ada-pun yang dimaksud dengan non PP 
Perikanan adalah Pegawai N geri Sipil lainnya di bidang perikanan yan g bukan 
penyidik tetapi diberi kewenangan untuk rnelakukan pengawasan. 
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BAB l 

PFNDAHlJLllAN 

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 

Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong 

luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar 

sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita merniliki banyak 

kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut 

mernpakan anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri dan di manfaatkan 

sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya. Dari 

kekayaan alam yang ada di daratan antara lain kita mempunyai hutan yang banyak 

menghasilkan kayu, pertanian menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, 

dan palawija, pe1tambangan menghasilkan batu bara, emas, minyak , bauksit, dan 

banyak tempat pariwisata. Sedangkan yang ada di lautan kekayaan alamnya 

berupa ikan, udang, ubur-ubur, agar-agar. Selain itu di dasar laut masih ada 

sejumlah kekayaan berupa tambang minyak. 

Semua kekayaan alam tersebut masih banyak yang belum di kelola secara 

maksimal. Sejumlah pengusaha masih terlihat mengelola kekayaan alam 

Indonesia secara amatir, mereka hanya bertujuan semata-mata unuk mendapatkan 

keuntungan belaka. Pemanfaatan kekayaan alam terkadang menggunakan cara

cara yang tidak wajar, selain merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab, 

juga berakibatkan merusak alam atau merusak lingkungan alam sekitamya. 

Penebangan hutan yang dilakukan dengan cara pembalakan liar akan 

mengakibatkan hutan menjadi gundul, tanah longsor, terjadi bencana banjir, 
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hewan menjadi ptmab, dan persedian kayu menjadi berkurang. Demikian juga 

dalam bidang penambangan , jika melakukan penambangan hanya untuk 

mendapatkan basil saja sepertib timah atau batu barn, maka permukaan tanab 

menjadi berlubang-lubang yang tidak beraturan bentuknya, dan menghambat 

untuk di manfaatkan kembali untuk kepentingan lain. 

Pemanfaatan kekayaan alam harus diik:uti dengan pengelolaan yang bail< 

dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kernsakan yang akan merugikan 

kita semua. Hutan yang akan ditebang hams dapat dihindari dari akibat bahaya 

yang akan ditimbulkan dan mengusahakan penanaman hutan kembali untuk 

menjaga kepunahan. Juga dalam penambangan setelab selesai menambang, tanah 

bekas penambangan ditata sedemikian rnpa agar tanah tetap dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat sekitar. Apabila semua bidang kekayaan alam dapat dikelola 

dengan baik oleh masyarakat kita, tentu pemanfaatanya akan memperoleh hasil 

yang akan memuaskan unnlk mencapai kemakmuran kita semua. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena 

memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi 

dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa 

pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai 

kemakmuran negara. Sebagaimana di singgung di atas babwa kekayaan alam juga 

terdapat di laut termastik: yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam 

tersebut belum dapat di manfaatkan dan di kelola secara maksimal. 

2 
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Seperti dikatakan oleh Prof .Dr. Susanto Zuhdi seorang Guru besar 

Fal'llltas Ilmu Budi Daya, UI, bahwa bangsa kita saat ini belum memandang laut 

sebagai hal yang utama hingga sulit memanfaatkan potensi kelautan secara 

optimal, karena pembangunan yang di lakukan pemerintah selama ini masih 

berorientasi pada daratan dan beltun memandang laut sebagai komponen utama 

(Warta Warga, 11 Maret 2010). Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia 

cendernng sebagai bangsa daratan, karena lebih mengenla daratan dari pada 

lautan. Di Pulau Jawa yang terkenal padat penduduknya lebih banyak bekerja 

sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat. 

Demikian juga penduduk di luar Jawa yang ada di pula-pulau besar seperti 

Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga mereka 

tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagimana arah 

angin, bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar, kapan 

mulai musin ikan, dan sebagainya. Kebanyakan pendudukan Indonesia memahami 

persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil, karena mereka 

lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut. 

Laut adalah suatu kekuasaan air yang rneluas di antara berbagai benua dan 

pulau-pulau di Dunia. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di 

atas atau di da[am air yang amat meluas itu, ada manusia berdiam atau menetap. 

Dilihat dari sudut lain, ada sifat dari iaut yang berlainan dari pada sifat tanah, 

yaitu hal bahwa laut merupakan keluasan air yang selalu bergerak, mulai dari 

tingkat berayun-ayun sampai bergelombang setinggi gunung-gunung apabila ada 

angin topan. Maka hal pengangkutan orang-orang dan barang-barang dengan 

kapal melalui laut, membutuhkan keahlian istimewah navigasi sedemikian rupa, 
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bahwa setiap kapal hams disertai suatu team anak kapal yang di bawah pimpinan 

seorang nahkoda atau kapten yang cakap harus berdaya menjalankan kapal itu di 

tengah-tengah lautan yang paling ganas. 1 

Dalmn sejarah , laut terbukti telah mernpunyai fungsi-fimgsi antara lain 

sebagai sumber makanan bagi wnat manusia, sebagai jalan raya perdagangan . 

sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, 

sebaga i tempat bersenang-senang dan rekreasi , dan sebagai a lat pemisah atau 

pemersatu bangsa_ Dengan kemajuan ilmu pengerahuan dan teknologi di abad 

kedua pn1uh ini, maka fungsi laut telah meningkat lagi dengan ditemukannya 

balrnn-balrnn tambang dan gahan berharga di dasar Jaut dan climungkinkannya 

usaha-usaba mengambil kekayaan-kekayaan alam tersebut baik di aimya maupun 

di dasar laut di bawalrnya. Fungsi-fungsi laut seperti di atas seharusnya sangat di 

rasakan o!eh Indonesia. 2 Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan panjang 

garis pantai lebih dari 95.000km danjuga rnemiliki lebih dari 17.504 pulau_ 

Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk kedalarn Negara yang 

memiliki kekayaan sumberdaya perairan yang tinggi dengan sumberdaya perairan 

Indonesia rneliputi sumber daya ikan rnaupun surnberdaya terumbu karang. 

Terumbu karang yang dimihki Indonesia luasnya sekitar 7000 km2 dan memiliki 

lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil didesk.ripsikan . Luasnya daerah 

karang yang ada menjadikan Tndonesia sebagai Negara yang memiliki 

keanekarn!!aman ikan van!! tin!!P.:i khususnva ikan-ikan karang vaitu lebiJ1 dari - ..._, - - - .._, ._ ,.:..,... ... . - - ... 

l .650 jenis spesie ikan_ Kekayaan sumber daya hayati perairan indonesia yang 

1 Dr. Wirjono Prodjodikoro SH "Hukum Laut Bagi. Indonesia'' Sumur Bandung, Jakarta, 1976, 
hlm.8_ 
1 De Hasjim Djalal "Perjuangan Jndinesia Di Bidang Hukum Laut" Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.l. 
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tinggi akan sangat bennanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan 

bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan 

melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Penangkapan ikan yang 

dilakukan adalah proses pemanfaatan sumber daya perikanan yang bersifat 

ekonomis dari perairan secara bertanggung jawab. 

Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan mernpakan ladang 

yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berlrnbungan dengan laut. 

Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkau mempunyai pengetahuan, 

pendidikan, pengalaman, dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. 

Sebagai negara maritim kita tetap hams tingkatkan pembangunan di laut, sesuai 

dengan motto di laut kita jaya. Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut 

yang di pandang mudah lmtuk di manfaatkan yaitu bidang perikanan. Ikan, 

kepiting, udang, kerang ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah 

diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umurnnya hasil di bidang perikanan 

selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual 

kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebilian pangan di bidang 

perikanan sudah lama Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara 

lain. Dari segi prospeknya perikanan mernpakan salah satu di bidang yang 

mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menamptmg 

berbagai aspek. Buk:an saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja 

yang di tingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan 

memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Juga pendidikan dan 

pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan 

sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolah ikan dengan berbagai jenis 
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produk dengan kualitas unggulan. Di samping itu semua unit tersebut memerlukan 

banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka 

pengganggurandi negeri kita. 

Apabila bidang perikanan dapat di kelola dengan baik dan profesional 

niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikasi seperti yang diharapkan. 

Hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor akan memberikan penambahan 

terhadap pendapatan negara, guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk 

menciptakan masyarakat adil dan makmur. 3 

Dalam rnelakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan 

yang berlaku. Salah satu peraturan yang rnengatur mengenai kegiatan 

penangkapan adalah Code of Conduct for Responsible Fishies (CCRF) yaitu 

prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertauggung jawab. Tata laksana ini 

menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek 

penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan 

dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan 

pengembangan efekiif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. 

N amun demikian, masih ban yak ditemukan pelanggaran ketentuan penangkapan 

perikana.n seperti pelanggaran jalur , daerah penangkapan dean oleh kapal-kapal 

bermesin dengan bobot dan peralatan tertentu dengan memasuki jalur yang 

sebenarnya hanya di pernntungkan untuk nelayan lokal/tradisional. 

3 Gatot Supramono, S.H. , M.Hum ;'Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di bidang 
P erikanan " Rineka Cipta, Jakarta, 2011. 
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Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi oleh 

badan hukum Indonesia yang di Jengkapi peralatan canggih, mereka dengan 

mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap 

dengan peralatan yang canggih tersebut. Alat tangkap perikanan pun hendaklah 

alat-alat yang dalam penggunaanya hams dapat menjaga kelestarian ikan. Oleh 

karena penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai akan dapat berakibat punahnya 

ekosistem dan jenis ikan yang terdapat diwilayah perairan "alat tangkap harus 

memiliki selektivitas yang tinggi, artinya alat tangkap tersebut diupayakan hanya 

dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi saran tangkap saja.4 

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk 

ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF) yaitu tata laksana cara penangkapan yang baik. Hal 

ini disebabkan oleh semakin bertambalmya kebutuhan dan pemJintaan pasar untuk 

ikan-ikan karang serta persaingan yang meningkat. Keadaan tersebut 

menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang 

secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cam yang tidak sesnai 

dengan kode etik perikanan yang bertanggimg jawab. Cara yang umum digimakan 

oleh para nelayan adalah melakukan Illegal Fishing yang meliputi pemboman, 

pembiusan, dan penggimaan alat tangkap trawl di lakukan secara bebas . Semua 

cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-semata hanya mengimtungkan untuk 

nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan laut di 

Indonesia. 

~i http://mushm-tadjudah.blogspot.com 
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Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan yang di lakukan oleh nelayan 

yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik, ;/legal fishing 

termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang 

merupakan pelanggaran hukum. Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering 

terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh 

kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dati beberapa negara tetangga. 

Pemakaian alat tangkap yang tidak mempunyai ketentuan dapat berakibat 

berkurangnya hasil tangkapan yang diusa11akan nelayan lokal/tradisional 

Indonesia. Selain itu juga perlu diketahui mekanisme penyelesaian pelanggaran di 

bidang perikanan. Penyidik pada perkara perikanan, dan pengadilan yang berhak 

untuk mengadili perkara perikanan gtma terpenuhinya pengetahuan penegakan 

peraturan dibidang petikanan. Dalam hal perlindungan tentang petikanan 

Indonesia, pemerintah bersama dengan DPR-Rl (Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia) telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur 

mengenai persoalan tersebut. Pada umumnya, jenis a.lat tangkap yang di gtmakan 

KIA a.tau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap 

produktif seperti a.lat trawl. 

Kegiatan lllegol Fishing juga di lakukan oleh kapal ikan Indonesia (Kll). 

Beberapa modusfjenis kegiatan illegal yang sering di lakukan KIT, antara lain : 

penangkapan ikan tanpa Surat izin Usaha Perikanan (SlUP) dan Surat lzin 

Penangkapan lkan (S1PJ) maupun Surat Izin Kapa! Pengangkutan Ikan ( SJKPI), 

memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran 

daerab penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan 

herpangkal<m), pemalsuanhrnmipulasi dokumen ( dokmnen pengadaan, registrnsi , 
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dan perizinan kapal). Seperti halnya yang terjadi di perarran Kuala Serapuh 

Kabupaten Langk:at Propinsi Sumatra Utara Seorang nakhoda kapal perikanan 

Indonesia tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagai.mana di maksud 

dalam pasal 42 ayat 3, melanggar pasal 98 No.31 Talrnn 2004 Tentang Perikanan. 

Yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di perairan Indonesia tidak terlepas 

dali lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang 

memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu 

sendiri oleh kurang tegasnya isi UU N0.31 Talmn 2004 yang mengatur tentang 

perikanan. UU N0.31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah secara tegas 

mengatur tentang perikanan di Indonesia. Bahwa dalam perkembangnnya undang

undang tersebut sudah di revisi menjadi UU NO. 45 Tahun 2009 yaitu tentang 

perubahan atas UU N0.31 Talmn 2004 tentang perikanan. Namun dernikian, di 

dalam UU N0.45 Tahlm 2009 belum juga ada penunjukan secara tegas instansi 

mana yang memptmyai hak penuh sebagai penyidik dalam perkara perikanan. Hal 

ini dapat mengakibatkan twnpang tindihnya peran instansi dalam menyidik 

perkara perikanan di Indonesia. 5 

Kebebasan-kebebasan yang selama ini terdapat di laut bebas, terutama 

kebebasan menangk:ap ikan dan berlayar, makin lama makin temyata lebih banyak 

menjamin kepentingan Negara-negara pantai yang sedang berkembang, baik 

karena negara-negara pantai tersebut tidak mampu bersaing (misalnya di bidang 

perikanan). Dengan demikian, Negara-negara pantai yang sedang berkembang ini 

termasuk Indonesia, menghendaki wewenang yang lebih besar di Laut bebas yang 

berdekatan dengan Laut Wilayah mereka, baik untuk mengontrol dan menguasai 

5 R.idho Tri Septyan Damanik,Skripsi Hukum UMSU 20 J 2 
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kekayaan alamnya maupun untuk membuat aturan-aturan guna memeljbara 

lingkungan lautan tersebut dari babaya-bahaya pengotoran dan aturan-aturan 

untuk mengawasi penyelidikan ilmiah. 6 

Sudah sejak lama b:mgsa fodonesia merupakan bangsr.J pi::lout. Hanyalah 

pengaruh dan politik kolonial yang telah memuat bangsa Indonesia menjadi 

sedikit lupa kepada fungsi dan peranan laut sekitamya bagi keamanan dan 

kesejahteraannya. Semangat bangsa pelant ini perlu di hidupkan kembali . Di 

dalam meninjau kernbali fungsi laut Indonesia tersebut bagi kepentingan bangsa, 

maka Indonesia telah mengernbangkan sua.tu konsepsi barn sesuai dengan 

keadailn negeri.nya , yaitu IYawosan n11.wmtam yam~ mengang,'.-'.ap darnt, udara , dan 

laut serta seluruh kekayaan alamnya sebagai kesatuan Konsepsi atau Wawasan ini. 

yang telah da.n akan selalu rnendapat dukungan kesatucm bangsa Indonesia. Perlu 

di pertahartkan dan di perjuangkan dengan gigih . baik dillam negeri maupun di 

dunia intemasional. Di sarnping rnengembangkan konsepsinya rnengenai 

Wa\vasan nusantara Indonesia juga telah mernperjuangkan berbagi-bagi 

kepentinga.u yang pokok di bid(lng hnknm laut. Kecendenmgan ini tidak bisa 

dibiarkan karena pada akhimya manusia hanya akan bisa menyantap sup ubur

ubur dan plankton. 

Meskipun dampilk kerugian ille!!al fishin rr sangat besar bagi lndonesi <l , 

namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti 

kejahatan Illegal Logging ata.upun korupsi yang lebih dikenal luas oleh 

masyarakat. Jstilah illegal fishing adalab istilah asi.ng yang dipopulerkan oleh para 

pakar hukum di Indonesia yang kemudian rnenjadi istilah populer di media massa 

6 Jbid.hlm. 10..f . 
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dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan 

hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata illegal berarti 

pelanggaran dan kata fishing yang berarti penangkapan ikan. 

Jadi dari sisi bahasa illegal fishing diartikan sebagai pelanggaran terhadap 

penangkapan ikan atau lebih popoler dengan pengertian penangkapan ikan secara 

ilegal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan 

bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan nntuk memperoleh ikan di perairan 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, tennasuk 

kegiatan yang menggm1akan kapal untuk memuat, mengangkut, meny1mpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

Maraknya perikanan ilegal di perairan Indonesia berdampak terhadap stok 

ikan nasional dan global. Hal ini juga menyebabkan keterpurukan ekonomi 

nasional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan 

Indonesia. Sedikitnya terdapat sepuluh masalah pokok dari al'tivitas perikanan 

ilegal yang telah memberi dampak serius bagi Indonesia. 

1. Pertama, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam 

kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Praktek perikanan 

yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), atau 

laporannya di bawah standar (under reported), dan praktek 

perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan 

masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok 

ikan tidak ak'Urat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak 

akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan 

global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. 

Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk 

mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, 

maka dengan sendirinya Indonesia "terkesan" rnemfasilitasi 
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kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi 

internasi onal. 

2. Kedua, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi 

kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas 

kepada ekonomi nasional (PDB ). Disamping juga mendorong 

hilangnya rente stunberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati 

oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari 

praktek perikanan ilegal mencapai US$ 4 milyar per tahun. Jika 

diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US$ 1.000-2.000 per 

ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton 

ikan. Perhitungan lain menyebutkan, ba11wa total kerugian negara 

akibat perikanan ilegal mencapai US$ 1,924 miliar per tahun. 

Angka ini terditi dari pelanggaran daerah operasi sebesar US$ 

537,75 juta; dokumen palsu US$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen 

atau liar US$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US$ 780 juta. 

3. Ketiga, perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga 

kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan 

dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan 

maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk 

mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan. 

4. Keempat, perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat 

pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan 

penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan 

ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di 

pelabuhan perikanan nasionaI. Hal ini akan berdampak secara 

nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor 

perikanan. 

5. Kelima, perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa 

dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan llegal akan mengurangi 

sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi 

pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang 

sah. 
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6. Keenatn, baik secara langsung maupun tidak langsung, multiplier 

effects dati perikanan ilegal memilikib hubungan dengan 

penangkapan ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ika..'l 

nasional akan otomotis berkurang sejalan dengan hilangnya potensi 

sumberdaya ikan akibat aktivitas perikanan ilegal . Apabila potensi 

ikan yang dicuri dapat dijala oleh annada perikanan nasional, maka 

sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri 

pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Pad.a 

ummnnya ikan yang dicuri dari perairan Indonesia adalah ikan tuna 

dan ikan pelagis besar lainnya. Jika setiap industri pengalengan 

ikan tuna memerlukan bahan baku minimal 80-100 ton per hari 

a.tau sekitar 28.000-36.000 ton per tahun, maka ikan yang dicuri 

tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan 

tuna nasional. 

7. Ketujuh, perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan 

ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya 

udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dat1 dari 

area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. 

Selanjutnya akai1 berdampak pada pengurangan pendapatan untuk 

masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai. 

8. Kedelapan, perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan 

annada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal 

mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan 

tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan 

a.sing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga 

sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan 

penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) yang 

sama. Sela.in itu perikanan illegal juga akan mendorong ke a.rah 

pengurangan pendapatan nunah tangga nelayan dan selanjutnya 

akan memperburuk situasi kemiskinan. 

9. Kesembilan, perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikall 

dan ketersediaan ikan, yang merupakan Slunber protein penting 

13 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Widyastuti - Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Kepada....



bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal 

akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan 

nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam 

masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk 

meningkatkan nilai konsumsi ikan. 

10. Kesepuluh, perikanan ilegal akan berdampak negative pada isu 

kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta 

pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah 

menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam 

aktivitasb penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil 

tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan. 

Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugera11 

Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang 

senilai 30 triliyun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang hams 

diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejehateraan rakyat. Menurut Departemen 

Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian tersebut memang sangat fantastik, 

mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat 

kecil. T ercatat ekspor produk perikanan dari tahun pertahun. 7 

Sekarang tindakan nyata yang dapat di lakukan untuk mengatasi permasalahan 

illegal fishing pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki daerah 

karang yang rusak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun 

pembuatan terumbu karang buatan. Tennnbu karang buatan adalah suatu strnktur 

yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat 

perlindungan pantai sebagaimana halnya ternmbu karang alam. Karena 

pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola 

7 Data menurut F AO tentang jumlah kerugian illegal fishing yang marak terjadi di perairan 
Indonesia http://www. p2sdh."Pkendari. com/index. php?pilih=news&aksi=lihat&id= 176, diakses 
tanggal 02 nov 2013 
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sistem alami dan kualitas Ji11gkungai1 kawasm1 pes1sir dan Jaut<1n klrnsusnya 

terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum. 

Tapi kita tidak bisa terns menunggu hal ini berubah kita semua harus turun 

tangan terutama yang peduli. Kita dapat turnt mengawasi penegakan hukum, 

mengawasi jika te1jadi pengerusakan tenunbu karang, dan terns menyuarnkan dan 

bertukar pikiran dengan nelayan akan betapa pentingnya terumbu karang terhadap 

hasil tangkapan ikan mereka nanti. Dengan terlc~ksananya semua hal di atas pasti 

akan memberikan dampak nyata pada nelayan dan kelestarian tennnbu karang 

waJaupun mungkin tidak dalam waktu singkat untuk menyelesai.kan masalah ini 

sepenulmya. 

Dari uraian tersebut, maka penulis tcrtarik untuk mengkaji lebih rnendalam 

terhadap pennasalahan yang berkaitan dengan Kajian Hukum T erhadap 

Pertimbangan Hakim Daiam Penjatuhan Putusm1 Kepada Pelaku Tindak Pidana 

Illegal Fishing Oleh Warga Negara fndonesia di wilayah hukum PengadiJan 

Negeri Medan (Putusan Nomor: 19/Pid.P/2011/PN-Mdn ). 

A. Pengertian dan Penegasan ,Judul 

Judul sangat sentral sekali keberadaa11ya dalam sebm1b k<lrya ilmiah , 

dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik se11a gambaran khusus dari isi . 

Sebelum dilakukan pernbahasan atasjudul perlu kiranya diberikan pengertian dan 

penegasan atas judul yang diajukmJ. 
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Skripsi penulis mempunyai judul yaitu : "KAJIAN HUKUM TERHADAP 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN KEPADA 

PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA 

INDONESIA" (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" 

Agar tidak te1jadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang 

akan penulis uraikan dalam skripsi ini, maka pada bagian ini penulis akan 

memberikan pengertian dari judul tersebut secara etimologi (kata perkata) adalah 

sebagai berikut : 

Kajian adalah hasi1 mengkaji suatu pelajaran8 

Hukwn adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah 

laku manusia da1am lingkungan masyarakat, yang di buat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peratnran-peraturan tadi 

berakibatkan diambilnya tindakan.9 

Terhadap ada1ah kata depan tmtuk menandai arah. 

Pertimbangan adalah pendapat. 

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah 

keputusan tidak dapat di ganggu gugat.10 

Dalam adalah kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap 

mengandung isi. 

8 W.J.S. Poerwadarminta, ' ·Kamus Ummn Bahasa Indonesia" BaJai Pustaka, Jakarta, 1995, him. 
456. 
9 J.C. T. Simorangkir, SH, "Kamus Hukum" Aksara Barn, Jakarta, 1987, him. 66. 
10 Ibid.,hlm. 361. 
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Penjatuhan adalah proses, cara perbuatan menjatuhkan.11 

Putusan adalah ketetapan berdasarkan pengadilan. 

Kepada adalah kata depan untuk menandai tujuan orang. 

Pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan. 

Tindak adalah langkah atau perbuatan. 

Pidana adalah suatu kejahatan kriminal. 

!legal Fishing adalah penangkapan ikan tanpa izin wilayah tersebut. 

Oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku. 

Warga adalah berkumpul bersama, saling berhubungan, selanjutnya 

mendapatkan kesepakatan menj adi masyarakat indonesia.12 

Negara adalah persekutuan masyarakat yang menyelenggarakan 

penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem 

hukum yang diselenggarak:an oleh pemerintal1 yang dilengkapi kekuasaan 

memaksa. 13 

Indonesia adalah nama negara kepulauan di asia tenggara yang terletak 

diantara benua asia dan benua australia. 14 

Dengan demikian maka, pengertian atas judul yang diajukan diatas dapat 

ditarik penegasan atas judul yang di ajukan mengenai kajian hukum terhadap 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas kepada pelaku tindak 

pidana illegal fishing oleh warga Negara Indonesia di wilayah hukmn Pengadilan 

N egeri Medan. 

11 http:// kamus bahasa indonesia.org/ penjatuhan.diambil pada tanggal 11 oktober 2013 pukul 
11.27 wib. 
12 Abdul Syani "Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial" Ghalia Indah, Jakarta, 1987, hlm. 21. 
13 Robert M.Mac iver 'The Modem Staie" 
14 Ibid,. hlm 510 
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B. Alasan Pemilihan .Judul 

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan yang di lakukan oleh nelayan 

yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik, illegal fishing 

tennasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang 

merupakan pelanggaran hukum. Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering 

terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh 

kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. 

Pemakaian alat tangkap yang tidak mempunyai ketentuan dapat berakibat 

berkurangnya basil tangkapan yang diusahakan nelayan lokal/tradisional 

Indonesia. Selain itu juga perlu diketahui mekanisme penyelesaian pelanggaran di 

bidang perikanan. 

Sekarang tindakan nyata yang dapat di lakukan untuk mengatasi 

pennasalahan illegal fishing pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki 

daerah karang yang rnsak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun 

pembuatan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu struktur 

yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat 

perlindungan pantai sebagaimana halnya terumbu karang alam. Karena 

pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola 

sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya 

terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum yang di berikan. 
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Dari uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang 

Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Peajatuhan Putusan 

Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Negara Warga Indonesia 

alasan penulis memilih judul ini yang: 

1. agar mengetahui tugas Hakim dalam penjatuhan putusan di pengadilan 

negeri medan sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. 

2. agar mengetahui kebijakan-kebijakan negara dalam bidang hukum 

dalam membrantas tindak pidana illegal fishing. 

C. Permasalahan 

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, 

maka hams terlebih dahulu di buat pennasalahan yang sesuai dengan judul yang 

diajukan penulis, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan 

pembahasan selanjut:nya. 

Adapun yang menjadi pennasalahan dalam skripsi nu adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku Illegal Fishing 

di Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan ketentuan Wldang

undang? 

2. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum yang dilakukan 

negara dalam meningkatkan pemberantasan terhadap Illegal Fishing? 
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0. Hipotesa 

Berdasarkan etimologi, perkataan hipotesa berasal dari kata "hypo" 

(sebelum) dan "thesis" ( dalil ) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah 

suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemlmgkinannya untuk jawaban 

yang benar. Suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesunggulmya, 

oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan 

kemudian. 15 

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sernentara ya ng harns di uji 

kebcnarannya den gan jalan penelitian . Adapun yang mcnjadi hipotesa 

pennasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

I. Hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku lllegal Fi shing di 

Pengadilan Negeri Medan sud<ih sestrni dengan undang-undang y<l ng 

berlaku. 

2. Kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum yang dilakukan Negara 

dalam Meningkatkan pcmberantasan lllegal fi shing aclalah membuat

lJndang-undang yang tegas daJam lllegaJ fishing dan beker,ja sama 

dengan negara-negara lain dalam melakukan gerakan terhadap 

kejahatan Illegal Fishing. 

15 Soe!]ono Soekanto '"Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, him. J 47. 
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E. Tujuan Penu1isan 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

dalam perkara Illegal Fishing di Peugadilan Negeri Medan 

2. Uutuk mengetahui kebijakan-kebijakan negara dalam meuingkatkan 

pemberantasan Illegal fishing. 

3. Uutuk meudapat gelar saijana dari Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data penulis karya ilmia.h adalah rnernpakan surnber utama, karenanya 

rnetode pe.nelitian sangat di perl ukan dalam penyusunan skripsi oleh karena itn 

dahim penyusunan skripsi ini penulis berusaha semampu mungkiJ1 untuk 

mengumpulkan data,.data guna melengkapi kesernpurnaan skripsi, bahwa dalam 

metode pengumpulan data penulis mempergunakan dua metode16 yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan (Uhmry Researh) 

Memaharni metode ini. penulis melakukan penelitian dengan cara 

mernpelaja1i bukn-buku, majalah lrnkum, undang-undang yang ada 

lmbunganya dengan judul skripsi 1111 penulis memperoleh dari berbagai 

sumber buku dan undang-undang. 

16 Abdul Muis '"Pedoma Penulisan Skripsi dan Metode Penelitiaan Huk!lm" Fakultas Hukum USU, 
Medan, 1990,hlm.3. 
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b. Penelitian Lapangan ( Fielll Research) 

Dalam penyempumaan penelitian, penulis melakukan penelitian secara 

langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan ca.ra mengumpulkan data 

a.tau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan 

pengadilan Negeri Medan. 

G. Sistematika PenuJisan 

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini, disusun penu.lis yang 

memuat 5 (lima) bab yang mana setiap bab terbagi sub-sub bab yang antara lain 

sebagai berikut : 

RABI 

BAB II 

:PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tenta.ng Pengertian dan 

Penegasan Judul, Alasan Pemilil1an Judul, Pennasalahan, 

Hipotesa, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan. 

: TJN.J.AUAN l !MUM TENTANG HAKlM 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang Pengertian tentang Hakim _ 

Tugas dan Wewenang Hakim, Jenis-jenis pntusan Hakim, Dasar 

Hukum Dalam Putusa11 Hakim. 
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RAB Ill 

RABlV 

BABV 

: TrN.IAVAN LJMlJM TENT.A.NG TlNDAK PTDANA 

lLLEGAL FISHING 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang Peng:e11ian tindak pidana 

Jllegal Fishing, Peraturan yang mengatur tindak pidana illegal 

Fishing, Jenis dan sifat hukmnan tindak pidana illegal fishing, 

Sanksi tindak pid11na iJlegal fishing. 

: ANALISIS PliTliSAN NOMOR 19/PTD.P/2011/PN- MEDAN 

Dalarn bab ini akan diuraikan tcntang Proses Penangkapan Pelaku 

Illegal Fishing, Penuntutan Pelaku Tindak Pidana nlegal Fishing 

Di Pengadilan Negeri MedanJ-lakim Dalam penjatuhan putusan 

kepada pelaku tindak pidana illegal fishing di Pengadilan Negeri 

Medan Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang, 

Kehijakan-Kebijakan Dalam Bidang Hukum Yang Dilakukan 

Negara Dalam Meningklltkan Pemberantasan terhadap illegal 

fishing. 

: KESIJ\ilPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang 

Kesimpulan dan Saran. 
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BABH 

TIN.JAl!AN UMUM TENTANG HAKIM 

A. Pengertian Tentang llakim 

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas 

Hakim adalah adalah mengkonstair, mengkwalifisir dan kemudian 

mengkonstituir. Apa yang hams dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian 

peristiwa ini hams dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim 

mengadili menurnt hukum. Maka oleh karena itu hakim hams mengenal hukum di 

samping peristiwanya. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak 

kepada siapa pun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang 

semuanya diperlakukan sama. 

Hakim hams berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim hams 

dapat membedak:an antar sikap kedinasan sebagai pejabat negara yang bertuga 

menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga 

dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri 

bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang -kadang 

hakim salah menempatkan sikapnya, yang sehamsnya sikap itu hams 

dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan 

mempengaruhi putusan. 17 

17 Dansur, Peran Hakim dalam penemuan Hukum, hit :/ v v' .blogster.com/dansur/peranan
hakim-dalam-penemuan. 2006; 
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Sebagai institusi, hakim membawa pula berbagai persoalan, baik yang 

berkaitan dengan aturan substansif, acara, maupun pengelolaan. Telah begitu 

banyak pendapat, bahwa aturan substansif atau hukum materil yang ada 

mengandung berbagai masalah, seperti ahrran ketinggalan karena masih warisan 

kolonial, tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas 

dan sebagainya. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan kesu\itan dalam 

menentukan hukum yang tepat atau cara-cara yang tepat penerapannya, termasuk 

penegakkannya oleh pengad:ilan. Yang ganjil, menghadapi berbagai masalah 

tersebut justru hakim yang dijadikan obyek terdepan sebagai obyek bidikan. 

Hakim di tuntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang

undang, tidak boleh hanya "legal justice" tetapi harus "social justice", dan lain

lain. 

Hakim di tuutut menemukan lrnkum, bahk<m bila perlu meuciptaka11 

hukurn untuk rnernenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Menghadapi 

keadaan hukum substansif yang bennasalah tersebut. Tanpa mengurangi 

tanggung-jawab hakim, apakah tidRk semestinya yang hams ditata adillah aturan 

yang ketinggalan, aturan yang tumpang tindih, be1tentangan satu sama lain, aturan 

yang tidak lengkap, atau tidak jelas. Meskipun dikatakan Hakim bertugas 

membentuk lrnkum. hakim wajib menjamin bukum tetap akt1rnl , cl an lain-lain. 

Perlu di sadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di antara pihak

pihak, memberikan kepuasRan hukum kepada pihak yang berpekara. Sedangkan 

hal-hal yang bersifat sosial hanyRIRb akibat dari putusan hak.irn terhadap pihak 

yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat 

rnengesampingkan kepentingan pihak-pihak_ demi suatu tuntutan sosial. 
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Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang paling 

liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, 

baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. 

Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang 

dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang 

bersangkutan atau sekedar memenuhi "tuntutan" masyarakat. 

Demikian pula ketentuan beracara. Hukum acara bukan hanya sekedar 

hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan hukum substansi. Hukum 

acara juga merupakan peIWUjudan hak pencari keadilan membela dan 

mempertahankan kepentingannya. Hukum acara adalah satu komponen hukum 

hak asasi. Sebagai hukum hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan 

konstruksi terhadap hukum acara. Lagi-lagi dalam berbagai wacana hakim 

diminta "melonggarkan" penerapan-penerapan hukum acara. Suatu permintaan 

yang bertentangan dengan azaz hukmn acara. Penerapan hukum acara harus 

"rigid" tidak boleh longgar atau "flexible". 

Misalnya semua undang-lmdang secara tegas menyebut, PK hanya dapat 

diajukan satu kali. Tetapi hakim dituntut melonggarkan ketentuan tersebut yaitu 

pertimbangan PK kedua dan seterusnya. Apakal1 tidak semestinya pembentukan 

undang-undang yang diminta meninjau kembali ketentuan tersebut bukan hakim 

yang dituntut. Demikian pula politik penghukuman. Disatu pihak hakim dituntut 

melaksanakan hukuman mati seperti perkara korupsi (Cina selalu dipakai acuan). 

Dalam perkara Jain, hakim dengan berbagai resolusi diminta tidak menjatuhkan 

hukuman mati atau meninjau kembali hukuman mati. 
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Lagi-lagi , karena hal i_ni menyangkut ketentuan undang-nndang .. semestinya 

pembentuk undang-undang yang pertama-tama diminta meninjau ulang ketentnan 

tersebut, bukan kepada hakim. i'v1eskipun hakim bukan rnulut undang-undang, 

tetapi lrnkim tidak dapat dipersalah_kan apabila mengikuti ketentmtn undang-

undang. 

B. Tugas Dan Wewenang Hakim 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadiJan mempuoyai kewajibm1 vaitl1 . 

Menggali. mengikuti dan memaharni nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 

Dalam rnasyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, se1ia bernda dalam 

masa pergolakan dan peraWum. Hakim merupakan pennrn.is dan penggali dari 

nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rnasyarakat. Untuk itu ia hams terjun ke 

tengah-tengah rnasyarakat untuk mengenal merasakan. dan mampu menyelami 

pern smm lrnkun1 dan rasa keadilan yang bidup dalarn masyarnkat. Den gan 

demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 

keadila.n masyrakat. 18 

Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buuk dari te11uduh dalam 

menentukan dan rnempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang 

jahat rnaupun yang baik dari tertuduh wajib diperlrntikan hakirn dalam 

mempertimbangkan pjdana yang ak;m dij<1t11hkan . Keadaan-keadaan pribadi 

seseorang perlu diperhitungkan untuk memberika11 pidana yang setimpal daii 

seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-

oraDg dari liogkungannya, rukun tetangganya , dokter ahli jiwa dan sebagainya . 

18 Bahrul Ilmi Yakup, SH,LLM, Keadilan Substans(f dan Problematika Penegakannya. 
Http://;rnw.situshukum.eom/kolom/keadilan-substansif-gan-problematika penegakannya. 
shkm,2010; 
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Tu gas da11 wewenang hakim antara lain • 

1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa. 

2. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis 

penahanannya. 

3. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara 

persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. 

4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 

5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk di bacakan. 

6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam 

persidang. 

7. Menghubungi BAP AS agar menghadiri persidangan dalam hal 

terdakwanya masih di bawah umur. 

8. Memproses pennohonan grasi. 

9. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan prilaku 

narapidana yang berada di lembaga pemasyarnkatan serta melaporkannya 

kepada Mahkamah Agung. 

10. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/ 

bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan 

Pengadilan. 

11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang 

diteri..ma dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 19 

19 Sumber: Buku l, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Organisasi Tata 
Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI, 2006. 
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Dengan dibentuknya pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus diikuti 

dengan petugas hukum yang klrnsus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas 

untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan. Hakim perikanan 

terdiri dari atas hakim karier dan hakim ad hoc (pasal 78 Ayat 1 UU Perikanan). 

Diatumya kedua hakim dalam pengadilan perikanan untuk kepentingan efisien 

dan efektivitas, pengadilan yang cepat prosesnya dan memberikan putusan yang 

dapat memuaskan masyarakat. Keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan 

perikanan mempakan sebuah kewajiban, m1tuk bertugas dalam jangka waktu 

tertentu. 

Dengan adanya hakim karier dan bakim ad hoc tersebut di pengadilan 

perikanan penanganan perkara dilakukan oleh majelis hakim dengan susunan satu 

orang hakim karier dan 2 orang hakim ad hoc (Pasal 78 Ayat (2) UU Perikanan). 

Hakim karier sebagai ketua majelis hakim dan hakim-hakim ad hoc sebagai 

hakim anggota. Hakim karier didudukan sebagai ketua majelis karena mempunyai 

latar belakang pengalaman sebagai hakim umum biasa menyidangkan perkara dan 

menguasai hukmn acara pidana serta menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi 

di persidangan. Persidangan perkara perikanan tidak jauh berbeda dengan 

persidangan perkara-perkara pidana pada umumnya. Dengan adanya perbedaan 

latar belakang pengalaman tersebut diperlukan kerja sama di dalam majelis hakim 

di dalam menangani perkara perikanan. Meskipun demikian karena pengadilan 

perikanan masih tergolong barn hakim ad hoc baru diprioritaskan m1tuk 

pengadilan tingkat pertama, sementara itu untuk pengadilan tingkat banding dan 

tingkat kasasi masih belum ada hakim ad hoc-nya. 
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C .. Jenis-.Jenis Putusan Hakim 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya untuk menemukan 

hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap 

peristiwa yang mengangkut kehldupan dalam suatu negara hukum. Pengertian 

putusan pengadilan menurut pasal I butir 11 KUHAP yaitu pemyataan hakim 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurnt cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

Ada berbagai jenis putusan dalam pengadilm1 antarn lain ·20 

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana yaitu : apabila pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1 ). 

2. Putusan bebas yaitu : apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 

191/1). 

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu, apabila pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 

akan tetapi perbuatan itu tidak mernpakan suatu tindak pidana (psl 191/2). 

20 ProfDr.Jur.Andi Hamzah, HukumAcara Pidana Indonesia .Sinar Grafika, Jakarta 2008,hal:285 
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4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat 

dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl l 43/2b. 

Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal 

demi hukum berdasarkan atas pennintaan terdakwa atau PH dalam eksepsi 

mauplm atas wewenang hakim karena jabatannya. 

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat 

dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. 

Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, suslman atau bentuk 

surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. 

Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari basil 

musyawarah yang bertitik tolak daii surat dakwaan dengan segala sesuatu yang 

terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim 

dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang 

dipersidangkan. Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika 

setelah putusan itu diucapkai1. Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting 

aitinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau 

tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menmmskan bahwa 

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan memptmyai kekuatan hukwn apabila 

diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum". Dari hal itu dapat dilihat 

bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah : 

a. l\tlemuat hal-hal yang diwajibka:n . 

b. Diucapkan disidan g yang terbuka untuk umum. 
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D. Dasar Hokum Dalam Putusan Hakim 

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan 

kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga 

mempertimbangan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian 

hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat tmtuk berlaku adil, 

namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin 

memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan 

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam 

persidangan yang di dasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) 

dan diserta.i dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil 

Tub.an di dunia dalam arti hams tercenn.in dalam putusan perkara yang sedang 

ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak 

dalam garis kebenaraan dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hak.im 

juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya 

sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. 21 

Putusan hakim adalah mernpakan basil (output) dari kewenangan 

mengadili setiap perkara yang di tangani dan didasarkan pada Surat Dakwaan dan 

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan 

dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana 

penjara ( pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai dengan asas hukum 

pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum 

Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah 

berdasarkan Undang-Undang. 

21 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 
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Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang 

hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan 

pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana peajara, namlm dalam hal 

Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal 

tertentu tentang pemidanaan dengan acaman yang minimal seperti diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. 

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul 

menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan 

Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan I menafsirkan 

Undang-Undang yang terntlis dengan cara memberikan putusan pidana (Strajt 

Macht) lebih rendal1 dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan 

masyarakat adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap 

pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu : 22 

a. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Kurungan 

d. Denda 

b. Pidana tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengmnuman putusan hakim 

n Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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Apabila hakim menjatnhkan pidana berupa pidana penjara (perampasan 

kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan diatas adalah menjadi dasar hukum 

tentang jenis pemidanaan yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang 

menurnt hukmn telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta hakim mendasari 

pada ha.ti nurani, tanpa ada kepentingan apapun. Hakim wajib memeriksa dan 

mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan

ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akfomya tennuat dalam 

putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara da.n 

pidana denda. Seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara 

nonnatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana 

denda, walaupun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal 

ancarnan yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati 

n urani. 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas 

minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari 

batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang 

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi 

putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutuskan perkara yang 

bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim 

akan menjatuhkan vonis berupa: 23 

23 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Akasara, Jakarta 1985, ha! 54 
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1) Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa; 

2) Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi 

bukan perbuatan pidana melainkan perdata; 

3) Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa temyata tidak dapat 

dipertanggi.mgjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga 

temyata pembelaan yang memaksa. 

Putusan hakimjuga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: 

1) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; 

2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; 

3) Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. 

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasarkan pada yuridis 

formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan 

kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwah 

sesuai dengan ancaman pidana (Strafi Mecht) yang tertuang dalam pasal pidana 

yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan 

kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu 

minimal atau maksimal namun kebebasan yang di maksud adalah haruslah sesuai 

dengan pasal 12 KUHP yaitu: 

1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 

lama lima belas tahun berturut-hm1t. 
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3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk: dua puluh 

tahun bertumt-tumt dalam hal keja11atan yang pidananya hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 

selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun 

dilampaui sebab t:amba11an pidana karena perbarengan pasal 52. 

4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang 

ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan 

pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hak:im 

terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah 

menegakk:an Undang-Undang dengan tepat dan benar. Pada praktiknya ada hakim 

yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan 

bahk:an dibawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi 

rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti 

bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena 

hakim dala putusamiya harus berdasarkan pada kerangka huk:u yaitu penegakan 

hukum dan penegakan keadilan. 

Atas putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan penjatuhan 

pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, menumt 

penulis hams juga di hargai, asal saja putusan yang, menyimpang aturan tersebut 

berintik:an pada rasa keadilan masyarakatm karena ada juga hakim yang 

berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang

Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebih dari itu hakim boleh 
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saja menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal asal putusan tersebut tidak 

ada kepentingan atau objektifitas dijunjung tinggi. 

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah 

t:lmtutan jaksa penuntut mnmn dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila 

terjadi kekosongan hukmn dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum 

positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkreativitas, menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

sebagai dasar putusannya (pasal 5 ayat 1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan putusan hakim berdasarkan 

yurisprudensi bahwa dalam memutuskan perkara untrue memberikan suatu 

putusan ( vonis), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila 

menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi 

ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila secara terns menerus dipakai sebagai 

acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Dengan 

adanya sumber hukmn yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai 

yurisprudensi (bahkan diistilahkan dengan yurisprndensi tetap atau standaard 

arresten) maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya 

kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam arti bahwa 

hakim wajib lmtuk menemukan hukumnya. Hakim adalah pelaksana Undang

Undang sehingga putusannya hams berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu 

bukum positif, sehingga penerapan ancaman pida.na minimal dalam putusan 

hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain 

berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai 

yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan 

37 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Widyastuti - Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Kepada....



subjektif). Putusan bakirn yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan 

pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang 

berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak 

hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang 

memutus perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos ketentuan dalam 

Undang-Undang yang nonnatif, atau dalam ha1 ini dibawah tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari 

pada rasa keadilan yang objektif. 
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A. Pengertian Tiudak Pidaua Rlegal Fishing 

Meskipun dampak kemgian illegal fishing sangat besar bagi Indonesia, namnn 

sampai sekarang istilah ini belwn dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan 

Illegal Logging ataupun kompsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah 

illegal .fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di 

Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan 

sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata illegal berarti pelanggaran 

dan kata fishing yang berarti penangkapan ikan Jadi dari sisi bahasa illegal fishing 

diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih popoler 

dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal. Undang-Undang Nomor 31 

Talum 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah 

kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang 

menggunakan kapal tmtuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

Kondisi perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih 

berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan, 

dikhawatirkan sumber daya yang sangat potensial ini (sebagai sumber protein 

yang sehat dan murah) bisa terancam kelestariannya. Karena itu, sidang 

Organisasi Pangan Sedunia (FAO) memperkenalkan Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF) sejak 1995. Konsep yang diterjemahkan sebagai 

39 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 23/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Widyastuti - Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Kepada....



Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of Conduct for 

Responsible Fisheries) tersebut telah diadopsi oleh hampir selumh anggota badan 

dunia sebagai patokan pelaksanaan pengelolaan perikanan. Sekalipun sifatnya 

sukarela, banyak negara telah sepakat bahwa CCRF mempakan dasar kebijakan 

pengelolaan perikanan dunia. Dalam pelaksanaannya, F AO telah mengeluarkan 

petunjuk aturan pelaksanaan dan metode untuk mengembangkan kegiatan 

perikanan yang mencakup perikanan tangk:ap dan budidaya. 

Kecendemngan ini tidak bisa dibiarkan karena pada akhimya manusia 

hanya akan bisa menyantap sup ubur-ubur dan plankton. Sekarang tindakan nyata 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan illegal fishing pada ikan-ikan 

karang khususnya untuk memperbaik:i daerah karang yang msak adalah dengan 

melakukan transpalasi karang ataupun pembuatan temmbu karang buatan. 

T enunbu karang buatan adalah suatu struktur yang dibangun untuk menyediakan 

lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat pemijahan dan asuhan, serta 

perlindungan pantai sebagaimana halnya ternmbu karang alam. 

Karena pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal 

dalam mengelola sistem ala.mi dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan 

khususnya tenunbu karang dan lemahnya penegakan hukum (law enforcement). 

Tapi kita tidak bisa terns menunggu hal ini bembah kita semua hams turnn tangan 

terntama yang peduli. Kita dapat tumt mengawasi penegakan hukum, mengawasi 

jika terjadi pengernsakan tenunbu karang, dan terns menyuarakan dan bertukar 

pikiran dengan nelayan akan betapa pentingnya terumbu karang terhadap basil 

tangkapan ikan mereka nanti. Dengan Terlaksananya semua hal di atas pasti akan 

memberikan dampak nyata pada nelayan dan kelestarian tenunbu karang walau 
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mungk:in tidak dalam waktu singk:at untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. 

Illegal fishing mempakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh 

nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan 

bertanggung jawab Illegal fishing te1masuk kegiatan mall praktek dalam 

pemanfaatan sumberdaya perikanan yang mernpakan kegiatan pelanggaran 

hukum. Kegiatan illegal .fishing umumnya bersifat merugikan bagi smnberdaya 

perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak 

yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan 

yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangk:apan yang dilakukan nelayan 

dengan cara dan alat tangk:ap yang bersifat mernsak yang dilakukan oleh nelayan 

klrnsusnya nelayan traditional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan 

karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan 

penangk:apan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk 

nelayan tersebut dampak berdampak kernsakan untuk ekosistem karang. Kegiatan 

yang umumnya dilakuk:an nelayan dalam melakukan penangk:apan dan tennasuk 

kedalam kegiatan illegal fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat 

merusak ek:osistem seperti kegiatan penangk:apan dengan pemboman, 

penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl 

pada daerah yang karang.24 

24 Aminu Irfanda Supanda, "Kerusakan Biota Laut dan Nurani Manusia", 
!mP-: l kimsman l sbw. wordpress.comt20 /01 I() 251ken1.~akqn-biota-lau1-akihac-ocnc:emqrcm
llnglmngam. Diakses tanggal 11 Januari 2014. 
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Pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, 

kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya 

tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang 

tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa 

tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan exploitasi 

serta dapat mm1cul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, 

perik:anan di zona jurisdiksi nasional maupun intemasional.25 

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang 

atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi jurisdiksi suatu negara tanpa 

izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-1mdangan 

yang berlaku. yang bertentangan dengan peraturan nasinal yang berlaku atau 

kewajiban intemasional. Yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu 

negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi 

beroperasi tidak sesuai dengan ketenntan pelestarian dan pengelolaan yang 

diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum intemasional yang 

berlaku. 

B. Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Illegal Fishing 

Untuk membahas masalah perikanan tidak cukup hanya dengan 

mengetahui Undang-undang Perikanan saja, karena masih ada sejumlah peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan bidang perikanan dan peraturan-peraturan 

tersebut bersifat melengkapi untuk kepentingan melaksanakan pengelolaan 

peikanan di negara kita. 

25 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana. di Bidang Perikanan, Rineka 
Cipta, Jakarta, 2011, hal. 34. 
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a) Undang-undang No. 9 Tahun 1985 

Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah 

negaranya merdeka selama 40 Tahun, dan hal itu termasuk kunm waktu yang 

relatif lama. Peraturan tersebut dibentuk dengan UU No. 9 Tahun 1985 tentang 

Perikanan (UU Perikanan 1985) yang di berlakukan mulai tanggal 19 Ju.ni 1985 

No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3299. Dengan diberlakukannya UU 

Perikanan tersebut mak:a peraturan-peraturan perikanan yang berasal dari zaman 

penjajahan di atas dinyatak:an tidak berlaku lagi. 

b) Undang-undang No. 31Tahun2004 

Setelal1 berjalan lebih kurang 8 ( delapan) tahun, UU No. 9 Tahun 1985 

diganti dengan UU No. 31 Ta11un 2004 tentang Perikanan ( UU Perikanan 2004) 

yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 4433, dan diberlakukan mulai 

tanggal 6 Oktober 2004. Adanya penggantian undang-undang tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa UU Perikanan yang lanla belum menampung semua aspek 

pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan 

kebutuhan hukum serta perkembangan teknoJogi dalam rangka pengelolaan 

sumber daya ikan. 

Selain itu penggantian tmdang-undang juga mempakan konsekuensi 

hukum atas diratifikasinya Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukunl 

Laut Tahun 1985 tentang Pengesalian United Nations Convention on The of Sea 

1982 yaitu menempatkan negara Rl memiliki hak untuk memanfaatkan, 

konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif 

Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar 

Internasional yang berlaku. 
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Dalam UU No. 31Talmn2004 menghendaki terjaminnya penyelenggaraan 

pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan yang diikuti 

dengan peningkatan peran pengawasan dan peran serta masya:rakat. Di bidang 

penegakan hukum dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan dengan hakim 

yang khusus untuk mengadili perkara tersebut. Demikian pula di atur pejabat yang 

berwenang ditingkat penyidikan dengan penyidik khusus dan tingkat penuntutan 

dengan penuntut umum khusus di bidang perikanan. 

c) Diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 

Dalam k.11run waktu 5 (Ii.ma) tahun setelah UU perikanan 2004 

diberlakukan, negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan 

potensi sumber daya ikan, maka UU Perikanan tersebut dilakukan perubahan 

dengan UU No. 45 Ta.bun 2009 tentang Pembahan Undang-Undang No. 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009) yang diundangkan tanggal 29 

Oktober 2009 Dalam lembaran Negara Talmn 2009 No. 154 dan Tambahan 

Lembaran Negara No.5073 dan berlaku sejak saat diundangkan. 

Pernbahan UU Perikanan 2004 ini dilakukan karena pada kenyataannya 

undang-undang tersebut mempunyai kelemahan yang meliputi 3 (tiga) aspek, 

yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi, dan aspek hukum. Untuk 

aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapat:nya 

mekanisme koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. 

Sedangkan aspek birok:rasi, antara lain terjadinya perbenturan kepentingan dalam 

pengelolaan pe1ikanan. Kelemahan yang terjadi pada aspek hukum, antara lain 

masalah penegakan hukum, mmusan san.ksi, dan yurisdiksi a.tau kompetensi 
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wilayah Perairan Indonesia, Kedaulatan, Yurisdiksi, Hak dan Kewajiban serta 

kegiatan di bidang perairan. 

Wilayah perairan Indonesia sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut 

meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial 

mernpakan batas wilayah RI yang jaraknya diukur selebar 12 mil dari garis 

pangkal kepulauan Indonesia. Di wilayah perairan dimaksud dengan wilayah 

NKRI berdaulat tennasuk sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. 

Mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan 

perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undang nasional 

yang berlaku (antara lain UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) dan 

Hukum Intemasional (seperti Konvensi Hukum Laut 1982 dan perjanjian dengan 

Negara Lain). Dengan mengetahui UU Perairan Indonesia tersebut, maka dalam 

melakukan pengelolaan perikanan akan mengetahui sejauh mana rnang 

lingkupnya, yaitu sebatas wilayah perairan Indonesia.26 

e) Undang-undang Pe1ayaran 

Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran, karena 

mengelola perikanan dengan menggunakan alat angkutan yang dapat berjalan di 

air yang disebut kapal. Peraturan pelayaran yang sekarang berlaku di Negara kita 

adalah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ( UU Pelayaran) yang 

diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 64 dan Tambahan 

Lembaran Negara No. 4849, berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008. 

26 Gatot Supramono,SH,Mhum. "Hukum Acara Pidana & Hu/cum Pidana Di Bi dang Perikanan ", 
Rineka Cipta Jakarta, 2011, hlm 12 
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Dalam UU Pelayaran pada dasarnya mengahrr soal teknis perkapalan 

mulai rancang bangun kapal sampai kapal jadi, agar sebuah kapal dapat dibuat 

sesuai dengan kemampuan teknis untuk kepentingan keamanan dan keselamatan 

pelayaran. Selain itu, undang-undang juga mengatur pemilikan kapal bahwa 

sebelum kapal dilakukan pendaftaran wajib dilakukan pengukuran lebih dalmlu. 

Setelah diterbitkan surat ukur kemudian untuk kapal yang berukuran 

minimal 20 m3 dapat dilakukan pendaftaran. Terhadap kapal yang telah 

didaftarkan diberi akta pendaftaran kapal sebagai bukti kepemilikan kapal. Untuk 

kepentingan pelayaran Menteri Perhubungan mengeluarkan surat tanda 

kebangsaan kapal. Semua kapal yang berkembangsaan Indonesia diwajibkan 

mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kebangsaan. Dengan ketentuan 

tersebut mudah diketahui atau diawasi dalam pelayaran mana kapal-kapal 

Indonesia dan mana kapal-kapal asing. 

Sehubungan dengan peraturan pelayaran di atas, maka untuk kapal-kapal 

yang digunakan untuk kepentingan bidang perikanan dan melakukan pelayaran, 

juga tidak terlepas dari ketentuan tersebut sehingga kapalnya wajib memiliki 

surat-surat kelengkapan dalam pelayaran. Dalam UU Perikanan suda11 diatur 

tentang adanya pelabuhan perikanan yang merupakan pelabuhan khusus yang 

digmiakan untuk melayani keluar masuknya kapal-kapal penangkap I pengangkut 

ikan. 
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f) Undang-undang Per1indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Sebagai hal yang terakhir adalal1 bidang perikanan juga erat hubungannya 

dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada di tengah

tengah lingkungan hidup. Seekor ikan a.tau sekelompok ikan akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan hidup yang sehat dan 

terpelihara. 

Ada.pun mengenai peraturan mengenai Jingkungan hidup diatur dalam UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU PPLH) yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2009 No. 140 dan 

Tambahan Lembaran Negara No. 5059 dan diberJakukan sejak tanggal 3 Oktober 

2009 sebagai tanggal pengundangannya. 

Sehubungan dengan UU PPLH tersebut setiap perusahaan apa pun jenis 

usahanya termasuk usaha perikanan wajib memperhatikan terhadap lingkungan 

hidup. Dalam Pasal 36 Ayat (1) UU PPLH diatur, bahwa setiap usaha atau 

kegiatan wajib memiliki AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau 

UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantapan 

Lingkungan Hidup) wajib memilki izin lingkungan. Dengan AMDAL, suatu 

rencana usaha atau kegiatan pembangunan di harapkan dapat meminimalkan 

kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan 

dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan ( Kementrian Lingkungan Hidup, 2004 ). 
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Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) AMDAL wajib dimiliki oleh setiap usaha 

atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria 

usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL 

antara lain pengubahan bentuk lahan, eksplorasi sumber daya alam, kegiatan yang 

hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau 

perlindungan cagar budaya. 

AMDAL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan bagi 

pernsahaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) izin lingkungan 

mernpakan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan. Sebagai 

konsekuensinya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan 

menerbitkan izin usaha perikanan ( SIUP ) apabila perusahaan tidak dapat 

menunjukkan surat izin lingkungan. 

Demikian pula sebaliknya, apabila sebual1 perusahaan melakukan kegiatan 

yang melanggar izin lingkungan yang telah diberikan, maka akibatnya pemerintah 

akan mencabut izin lingkungan tersebut. Akibat lebih lanjut perusal1aan yang 

bersangkutan izin usahanya akan dibatalkan karena kehilangan landasan 

hukumnya. Dengan adanya pembatalan izin usaha mengakibatkan pernsahaan 

menjadi bubar dan wajib dilikuidasi.Untuk pernsahaan yang kegiatan usahanya di 

bidang perikanan dalam memperoleh izin usaha juga hams mengikuti prosedur 

ketentuan yang di atur <la.lam UU PPLH tersebut, dengan cara memiliki AMDAL 

lebih dahulu, baru dapat memproleh izin lingkungan, dan setelah itu mengajukan 

pennohonan izin usaha perikanan.27 

27 Gatot Supramono,SH,Mhum. "Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan ", 
Rineka Cipla, Jakarta, 2011, him 14 
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C. .Jenis Dan Sifat Hukuman Tindak Pidana Illegal Fishing 

I .. lenis hukuman piclana 

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu 

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok merupakan hukwnan yang 

wajib dijatuhkan hakirn yang terdiri atas pidana ma.ti, pidana penjara, pindana 

klmmgan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib 

dijatuhkan hakirn, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang 

tetentu, dan pengumuman putusan hakim. 

llntuk jenis hukunrnn pidana di bidang perik:man hanya meugena1 pidana 

pokok sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanm1 . 

Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan 

berupa pidana penjara dan pidana denda . Meskipun UU Perikarnm tid<1k 

mengantur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat 

menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan PasaJ l 0 KUHP tersebut 

2. Sifat hukuman pidana 

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagai besar bersifat kumulatif,baik 

ditunjukan terhadap delit kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam kumulatif 

pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak 

ada alasan bagi hakim untuk m1tuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga 

hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib 

menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. 

so 
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Hnkuman yang berupa pidana penjarn yang tinggi dan pidana denda yang 

berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek 

.1era. Pelaku yang terbnkti bersalah selain wajib menJalani pidana penjara 

bertahun-tahun, juga wajib membayara denda kepada negara yang nilainya tidak 

sedikit. 

D. Sanksi Tindak Piclana Illegal Fishing 

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk rnengura11gi 

te1jadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalarn bidang 

perikamm, kbusus11ya perikanm1 tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabi.la 

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa 

sanksi administratif dan sanksi lainnya. Dalam Pasa.I 79 Pennen Kelautan dan 

Perikanan Nomor Per.05 /.~1en/2008 dinyatakan bahwa seti<lp orang atau badan 

hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkapyang melakukan 

pelanggara.n terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan 

sanksi achninistrntif atau sanksi pidana (ayat (I)). Sanksi administratif yang 

dimaksud pada ayat ( l), dapat berupa peringatan te1tulis, pembekuan, al8u 

pencabutan Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapm1 lkan 

(SLPJJ Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (S!KPJ) (ayat (2)). Pengenaan sanksi 

adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tabapan : 

a. Pcringatan tertulis diberibn sebanyak 3 kali berturut-turut, masing-rnasing 

dalam tenggang waktu I bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang 

melakuk.an peianggaran: 
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b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak 

dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap Surat Izin Usalrn 

Perikanan (SillP), Surat lzin Perikanan (SIPI), Surat Izin Kapal 

Pengangkut Ikan (SIKPl), selama satu bulan; 

c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam humf b, tidak dipatuhi, 

selanjutnya dilalo1k.an pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan 

(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal 

Pengangkutan Ikan (SIKPI) ayat 3. 

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat ( 4 ). Sejalan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 diatas, memberikan gambaran bahwa 

kegiatan usaha perikanan tangkap yang telah mempunyai izin usaha perikanan, 

pada suatu saat dicabut izinnya apabila tidak melakukan sesuatu yang ada 

kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 80 

Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008, bahwa 

surat izin usaha perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi surat izin usaha 

perikanan (SIUP) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan: 

a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantmn dalam surat izin usaha 

perikanan (SIUP); 

b. Tidak melalukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi 

surat izin usaha perikanan (SIUP); 

c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali berturut-turut atau 

dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; 
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d. Menggunakan dokumen palsu; 

e. Tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu dua tahun 

terhitung sejak diterbitkannya surat izin usaha perikanan (SIUP); atau 

f. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan surat izin usaha 

perikanan (SIUP) ayat 1. 

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat di cabut oleh pemberi surat izin 

penangkapan ikan (SIPI) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan : 

a. Tidak: melak:sanak:an ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha 

perikanan (SIUP) dan/atau surat izin penangkapan ikan (SIPI); 

b. Menggm1akan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; 

c. Tidak: menyampaikan laporan kegiatan usalia dua kali berturut-turnt atau 

dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; 

d. Menggunakan dokumen palsu; 

e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan; 

f. Surat izin usaha perikanan (SIUP) yang dimilki pernsahaan perikanan 

tersebut dicabut oleh pemberian surat izin usaha perikanan (SIUP); 

g. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan surat izin 

penangkapan ikan (SIPI); 

h. Membawa ikan dari daerah pengkapan langsung keluar negen tanpa 

melalui pela buhan pangkalan yang di tetapkan dalam surat izin 

penangkapan ikan (SIPI); 

1. Selama satu tahun sejak: surat izin penangkapan ikan (SIPI) dikeluarkan 

tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau 
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J. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; 

k. Tidak melakukan perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI) 

(ayat (2)). 

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dapat dicabut oleh pemberi 

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) apabila orang atau badan hukum yang 

bersangkutan : 

a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantmn daJam izin usaha 

perikanan (SIUP) dan I atau Surat Izin Kapa! Pengangkut lkan (SIKPI); 

b. Menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan I 

atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di 

luar satuan armada penangkapan ikan; 

c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali berturut atau 

dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; 

d. Menggunakan dokumen palsu; 

e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan; 

f. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan Surat Izin Kapal 

Pengangkut Ikan (SIKPI); 

g. Selama 1 talrnn sejak Surat Izin Kapa! Pengangkutan Ikan (SIKPI) 

dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan; 

h. Izin Usalia Perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut 

dicabut oleh pemberi izin usa11a perikanan (SIUP); 

1. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; 

J. Tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

(SIKPI) (ayat (3)). 
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Peucnbutan surat 1zm usaha perikamm (SJUP) sebagai akibat tidak di 

realisasikannya rencana dalam jangka 2 tahun sebagaimana dimasud pada ayat (I_) 

hurnf f, dilakukan setelah orang atau badan hnkum tersebut diberi peringatan tiga 

kaLi berturut masing-masing dalmn tenggang waktu I bulan sebelum jangka wa.ktu 

2 tahun berakhir (ayat(4 )). Apabila dalarn jangka waktu 2 tahun setelah masa 

berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SlPI) atau Smat lzin Kapa! Pengangkut 

lkan (SJKPI) tidak dioernauimw seba!!t1im(lna dimaksud uada avat (2) lrnrnfk chm 
-- - · \ - --•-•- ," • _j_ .. .... Lr" - ..__, ~,~- - ""- • - • " • 1_ • •.-} • ·, ) 0 -

ayat (3) hurnf k, maka Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI) a tau Surat Izin Kapa I 

Pengangknt Ikan (SIKP!) dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam Surat 

lzi11 Usaha Perikanan (SJUP) sesuai dengan realisasi kapal (ayat (5)). 

Rerkaitm1 dengan ketentuan yang terdapat di dalmn Pasal 80, rnemberika11 

gambaran bahwa >valaupun pada dasarnya perpanjangan terhadap semua surat izin 

yang berkaitan dengan kegiatau usaha perikanau taugkap, karena orang atau badan 

huknm Indonesia melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang 

telah ditentukan, tetapi pernerintah masih memberikan kesempatan kepada 

pemilik kapal atau kapal pengangkut ikan untnk rnengajukan keberatan dalam 

jangka waktu 14 hari. Dalarn Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PerOS/Men/2008 dinyatakau balnva dalam hal Surat Jzin Usaha Perikanan 

( S llJP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP[) atau Surat Izin Kapa l Pengangkut 

Ikan (SIKPIJ dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, 

nran!I ata11 badan huknm dalam ian9-ka waktn 14 hari keria seiak menerinw snrat - .._y - - ~ - - - -- ~, ...._, - - - - J .J - - - - -- - - - -

pencabutan dapat mengajukan surat pennohonan keberatan kepada Menteri 

dengan tembusan kepada Direktur Jendral disertai dengan alasan (ayat (l )"). 

IVlenteri dalam jangka waktu -~O hari ker:1a sejak menenma surat pennohonan 
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keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), hnrus memberikan jawaban 

tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak pennohonan keberatan 

disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal menerbitkan izin dimaksud sesuai 

dengan tata cara dan jangka waktu yang dirnaksud (ayat cm 

Usaha perikanan tangkap rnernpakan suatu kegiatan yang rnemlmtuhkan 

modal sarana yang sangat mernadai, karena pada satu sisi sumber daya ikan 

seringkali berada dilaut yang dalam yang membutuhkan kapal penangkapan ikan 

yang canggi_b. Pada sisi iain, hampir semua negara pantai mengkiaim zona 

ekonorni eksklusif yang masih bagian dari laut teritorialnya. Indonesia 

menentukan zona ekonomi eksklusifuya seluas 200 mil laut diukur dari garis 

pangkal luar pulau yang terlnar. Oleh karena itu, Indonesia hanya 

memperkenankan peuang_kapau ikan di zona ekonomi ekskJusif jika kapal 

penangkap ikan tersebut berbobot 100 GT keatas Hal ini sesuai ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.05/Men/2008, bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran l 00 gross 

tonnage dan/ atau lebih besar hanya diperoleh rnenangkap ikan di Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEEl), kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan 

kepulmian sebelum ditetapkannya Pernrurnn ~vlenteri ini (ayat(l)). l(apal-kapal 

penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum 

Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZFFI), d:m untuk seternsnya hanya diperbolehkan 

rnenangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) (ayat (2)) 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang diproleh dalam penulisan skripsi m1 terhadap 2 

permasalahan ada pada penulisan skripsi ini adalah : 

1. Hakim di pengadilan negeri medan dalam mengambil suatu keputnsan 

dalam perkara sudah sesuai dengan m1dang-undang dalam kasus ini 

seorang nahkoda kapal tidak memiliki surat berlayar, yang berarti 

melakukan perbuatm1 illegal Fishing dalam melakukan penangkapan ikan 

melihat pasal yang ada di dalam undang-undang perikanan seberapa berat 

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pidana yang dijatuhkan 

pidana denda sebesar Rp.1.000.000 .- dan biaya perkara Rp.5000.-. Dalam 

mengambil keputusan hakim pengadilan negeri medan juga memuat 

alasan-alasan mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, Dan 

dalam putusan tersebnt di berikan penjelasan pasal-pasal, pokok perkara 

dan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa. 

2. Kebijakan-kebijakan di dalam bidang hukum yang dilakukan oleh negara 

dalam meningkatkan pemberantasan illegal fishing dengan earn 

menandatangani perjanjian, penandatanganan itu sebagai dari pelaksanaan 

amanat konstitusi untuk melindungi kekayaan sumber daya alam 

Indonesia, khususnya kekayaan laut serta melengkapi penguatan rezim 

hukum nasional khususnya hukum laut dan maritim. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya dalam masalah penangkapan ikan secara illegal hakim 

pengadilan negeri medan memberikan tambahan biaya perkara yang cukup 

besar dan menjatuhk:an putusan yang lebih berat lagi dalam kasus seorang 

nahkoda kapal yang tidak membwa surat izin berlayar agar setiap naltlrnda 

kapal memperhatikan surat-surat berlayar mereka sebelum berlayar agar 

tidak terjadi perkara kasns seperti ini lagi. 

2. Dalam kebijakan-kebijakan negara di dalam bidang hukum dalam 

memberantas illegal fishing sebaiknya setiap petugas yang melayani 

bidang perikanan penyediaan fasilitas yang di perlukan,menambah 

anggota satuan polisi kelautan agar dapat mampu penyelesaian perkara. 

Dan hendaknya menghindari diri dari praktik mafia hukum agar tidak 

merngikan masyarakat. Masing-masing instansi terkait dengan bidang 

perikanan membuka diri dan dapat berdialog dengan masyarakat melalu 

media surat kabar, elektronik, mauptm bertatap muka langstmg, sehingga 

di dalam menjalankan tugas mengikuti asas tranparansi. Warga 

masyarakat dapat memberikan masukan, saran, ataupun pengaduan kepada 

tugas yang menyimpang dari tugasnya. 
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